
d. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) clan ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara, laporan basil pemeriksaan keuangan, laporan 

basil pemeriksaan kinerja clan laporan basil pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada 
Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

e .. bahwa untuk menindaklanjuti laporan basil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
clitetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada 
Pemerintah Kota Depok, dengan Peraturan Walikota; 

Menimbang 

WALIKOTA DBPOK, 

PEDOIIAII TDIDAK LARJUT BASIL PBIIERIKSAAll BAD.All PEMBRIKSA 
KBUAIIGAII REPUBLIK DmOJIBSIA PADA PEIIERDITAB KOTA DEPOK 

TBIITAIIG 

WALIKOTA DEPOK 
PROVDISI JAVIA BA.RAT 

PERATORAII WALIKOTA DEPOK 
IIOMOR 12 TAIIUII 2016 

BERITA DAERAB KOTA DEPOK 

TAIIUII 2016 WOMOR 12 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Pera.tu.ran Walikota tentang Pedoman 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota 

Depok; 
L Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lemba:ran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3858); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemba:ran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lemba:ran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lemba:ran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemba:ran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negm:a Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemba:ran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lemba:ran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemba:ran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Mengingat 

. . 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 4654); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 

9.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Dae rah; 

10 .. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan 
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan; 



BABI 

KBTBllTUAII Ull1JII 

Pasal l 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kota Depok, 

PADA nmollESIA KBOARGAII REPUBLIK 

PBIIERDITAB KOTA DBPOK. 

PERATURAII WALIKOTA TEIITAIIG PEDOIIAII TlllDAK 

LAIIJOT BASIL PEIIERIKSAA1I BADAII PEIIERIKSA 

Menetapkan 

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2013 Nomor 17); 

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 

Nomor04); 



BABII 

IIAKSUD DAii TUJUAII 

Pasal2 
Maksud ditetapkannya Peraturan rm adalah untuk 

memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalarn 
menindaklanjuti basil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Daerah adalab Walikota dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintaban 

Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Depok. 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Depok. 

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Depok. 

6.. lnspektur adalah Inspektur Kota Depok .. 

7.. Inspektorat adalah lnspektorat Kota Depok.. 

8.. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi basil 

pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat 

untuk menentukan bahwa Pejabat telah 

melaksanakan rekomendasi basil pemeriksaan da)a:ro 
tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang­ 

Undang. 

9. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bad.an 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada 

Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut Tim 

TLHP BPK RI ada)ab Tim yang dibentuk oleh Walikota. 

untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia. 



BABIV 

SISTEIIATIKA 

Pasal 5 

(1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan ini meliputi 

I. Pendahuluan 

II. Maksud clan Tujuan 

ID. Ruang Lingkup 

IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan 

Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 

V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan 

Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 

BABm 

RU.AIIG LIIIGKUP 

Pasal4 

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap Hasil 

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia, meliputi : 

a. Pemeriksaan Keuangan; 

b. Pemeriksaan kinerja; dan 

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Pera.turan ini adalah agar tindak 

lanjut terhadap basil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan akuntabel. 
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BBRITA DABRAII KOTA DEPOK TAIIOK 201, KOMOR 12 

R. BARRY PRIBAllTO 

Diundangkan di Depok 
pada 2 9 F••I'llari 201, 
S DABRAII KOTA DEPOK, 

I, \VALIKOTA DEPOK, L ' ~rv 

tJDI. KO~ IDRIS 

BABY 

KBTBIITUAII PBIIDTOP 
Pa.sal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan 
pengundangan Peraturan Walikota mi dengan 
penempatannya dalam Betita Daerah Kota Depok. 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 2, Fetrllari 201, 

VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik 

Indonesia 

VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan 

Keuangan Republik Indonesia 

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, 



I. PEIIDABULUJ\11 

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara, laporan basil pemeriksaan keuangan, laporan basil pemeriksaan 

kinerja dan laporan basil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, 

disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada 

Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya 

Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalarn hal ini 

Walikota yang menerima laporan basil pemeriksaan BPK untuk 

menindaklanjuti rekomendasi dalarn laporan basil pemeriksaan tersebut. 

D. IIAKSUD DAii TUJUAII 

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini 

adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah da1am 
menindaklanjuti basil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia. 

Tujuan ditetapkannya Pedornan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini 

adalah agar tindak lanjut terhadap basil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien 

dan akuntabel. 

PEDOIIAII TINO.AK LAIIJUT BASIL PEIIERIKSAAll BADAII PEIIERIKSA 

KEUAIIGAII REPUBLIK IIIDOIIESIA PADA PBIIERDITAB KOTA DBPOK 

LAIIPIRAII PERATORAll \YALIKOTA DBPOK 

BOKOR 12 TAIIOII 2016 

TENTAIIG PEDOIIAII TDIDAK LAllJUT BASIL PBIIERIKSAAII BADAII 

PBIIERIKSA KEUAIIGJ\11 REPUBLIK IIIDOIIESIA PADA PEIIERIIITAB 

KOTADBPOK 



m. RUAIIG LIIIGKUP 

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 
meliputi : 
A. Pemeriksaan keuangan 

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 
Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan 
pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan pemerintah. 

B. Pemeriksaan kinerja 
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan 
efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim 
dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan 
intern pemerintah, Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan 
yang dibiayai dengan keuangan Negara/ daerah diselenggarakan 
secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara 
efektif. 

C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang 
dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan 
pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu 
ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan 
keuangan dan pemeriksaan investigative. 

IV. TlllDAK LAIIJUT BASIL PBIIERIKSAAll BADAII PBIIERIKSAAll 

KEUAIIGAJI RBPOBLIK INDOIIBSIA 

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah 

diterima oleh Walikota Depok dengan tembusan Inspektorat Kota Depok 

kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Walikota selaku koordinator 

tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan OPD terkait 

untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana 

Aksi Tindak Lanjut dengan urutan. 



B. Kewajiban OPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi basil 

pemeriksaan 
1. OPD wajib menindaklanjuti rekomendasi da)arn Laporan Hasil 

Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan setelah basil 

pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah 
Walikota yang ditujukan kepada OPD terkait. 

2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan 
atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti 

pendukung. 
3. Inspektorat selaku koordinator OPD dalam pelaksanaan tindak 

Ianjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan. 
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat 

diJaksanakan da]am jangka waktu yang telah ditentukan, OPD 
wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi : 

NO. URAIAN PENANGGUNGJAWAB WAICTU KETERANGAN 
PElAKSANAAN 

1 Konsep Perintah lnspektorat 1 - s hari 
Walikota setelah LHP 

diterima. I 
2 Jawaban OPD OPD terkait 1 1 hari I - 

atas rekomendasi setelah Perintah 
Walikota 
diterima OPD. 

3 Rekapitulasi lnspektorat 1 - 3 hari I 

tindak lanjut setelah jawaban I 

diterima. 
4 Pengiriman lnspektorat 1 - 3 hari 

I Laporan Tindak setelah draft 
Lan jut beserta laporan 
bukti Tindak ditandatangani 
Lan jut oleh Sekretaris 

Daerah. 



b. subjek atau objek rekomendasi daJam proses peradilan 

1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan; 
2) pejabat menjacli terpidana; atau 

3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan. 

c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, 

dan ekonomis antara lain, yaitu : 

1) perubahan struktur organisasi; dan/atau 

2) perubahan regu]asi. 

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan OPD 

terperiksa serta Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR). 

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP­ 

TPrGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat 

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam 

Laporan Keuangan .. 

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi 

Pejabat wajib menindaklanjuti basil pemeriksaan BPK selambat­ 

Jambatnya 60 hari setelah Japoran basil pemeriksaan diterima. Apabila 

dalam kurun waktu melebihi 60 hari rnaka pejabat yang tidak 

menindaklanjuti basil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak: Ketiga 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak: Ketiga dalam 

penyelesaiannya menjadi tanggungjawab OPD terkait. 

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia terdiri dari : 

a. force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, 

revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan 

Iainnya yang mengakibatkan tindak Janjut tidak dapat 

dilaksanakan. 



VI. PELAPORAII Tiii TI.IIDAK LAIIJOT BASU. PBIIBRIKS.AAll BADAII 

PEIIERIKSA KEUAIIGAII REPUBLIK IIIDORESIA 

A. Periode Pelaporan 
Laporan Tindak lanjut basil pemeriksaan dalam bentuk Laporan 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 periode 
yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan 

Desember, 
B. Tujuan Pelaporan 

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak: 

lanjut dari OPD terkait. 

JABATAN DAlAM TIM JABATAN DAIAM DINAS TUGASTIM II 
I 

Pembina Walilrota bertanggung jawab atas 
pe1aksanaan tindak Janjut 
basil pengawasan 
Pemerintah Kota Depok 

Pengarah/Penasehat 1. Wakil Walikota memberikan arah kebijakan 
2. Sekretaris Daerab I Tindak Lanjut Temuan 

Pengawasan Pemerint.ah Kota 
Depok. 

Ketua Inspektnr mengkoordinasikan 
pelaksanaan Tindak Lanjut I Temuan Hasil Pemeriksaan 
di Pemerint.ah Kota De1>0k. 

Sekretaris Sekretaris a. menyusun rekapituJasi 
Inspektorat basil monitoring Tindak 

I Lanjut Temuan 
I Pemeriksaan 

b, menyusun Japorm Tindak 
Lanjut dan melaporkan 
hasilnya kepada Walikota 
Depok. 

Anggotal Inspektur Pembantu, me1akukan pemantauan 
Ka Sub Bag Umum tindak lanjut t.emuan dan 
Evaluasi dan rekomendasi Hasil 
Pe1aporan, Pejabat Pemeriksaan untuk segera 
Fungsional diselesaikan 

Anggotan · Staf Inspektorat mempersiapkan jadwal dan 
pelaksanaan monitoring 
Tindak Lan jut Temuan 
Pemeriksaan di OPD. 



VD. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK IANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN 

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBUK INDONESIA 

NAMA 
NIP 

Ttd 

SEKRETARIS DAERAH 

Tllldak lanjut 
Nilai Nilai No Temuan 

Relcomendasi Sesuai Tdkdapat temuan Dalam Proses Belum ReJcomendasi ditindatlanjuti 

I I ~ I ~ I 

IKTHISAR TEMUAN 
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS -·-------· 

LHP NOMOR------- tang.gal _ 

3. Format lkhtisarTemuan hasil Pemeriksaan BPK-RI. 

NAMA 
NIP 

Ttd 

SEKRETARIS DAERAH 

NO TEMUAN REKOMENDASI TINDM PERKEMBANGAN STATUS KET 
PEMERIKSAAN I.MJUT TINDAK LAN.JUT 

1S TB BT IDT 

TINDAIC LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS 
------ PEMERINTAH KOTA DEPOK 

TAHUN ANGGARAN --- 
LHP NOMOR--·----··· tanggal 

C. Format Laporan 

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan BPK ditandatangani 

Sekretaris Daerah. 
2. Format Laporan per Triwulan. 
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ANGGOTA (OPD) SEKRETARIS 
(INSPEKTUR) 

BPICRI 
PRWAIQlAN 

PROV.JABAR 
DPRD 

TIM 1lHP 8PIC RI 



8. Anggota Tim TLHP menindaklanjuti 
dengan membuat/melengkapi/ 15 hari 
mempertanggungjawabkan dan./ atau 
menyetorkan uang ke Kas Daerah 
dan/ atau Kas Negara sesuai dengan 
rekomendasi BPK RI 

7. Sekretaris melakukan koordinasi 
dengan DPRD Kota Depok da1am 5 hari 
menindaklanjuti hasil pengawasan BPK 
RI 

6. Sekretaris berkonsultasi dengan BPK 
RI atas TLHP BPK RI yang telah 5 hari 
dilaksanakan sebagai bahan laporan 

5. Anggota Tim TLHP melaksanakan 
kesepakatan mengenai waktu 10 hari 
penyelesaian TLHP BPK RI dan 
mempelajari kondisi, kriteria dan 
rekomendasi yang telah disampaikan 
oleh sekretaris sesuai 

4. Sekretaris mensosialisasikan Rencana 
Aksi TLHP BPK RI clan membuat 5 hari 
kesepakatan waktu peneyelesaian TLHP 
BPK RI dalam kurun waktu 60 hari 
kalender 

3. Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak 
Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI) 5 hari 

2. Sekretaris mempelajari dan 
mengidentifikasi kondisi, kriteria dan 5 hari 
rekomendasi atas TLHP BPK RI 

Selambat-lambatnya 
2 bulan setelah 
menerima La.po ran 
Keuangan dari 
Pemerintah Kota Depok 

1 BPK RI menyampaikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan kepada DPRD Kota 
Depok dengan tembusan kepada 
lnspektur Kota Depok 

JAIIGKA WAKTU 
PEIIYBLBSAIAllSBJAK RO. PROSEDUR 

B. PROSEDUR 
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KB. MOB.AMIIAD IDRIS 

\VALIKOTA DBPOK, 

- 

Formulir /Dokumen yang digunakan : 
1.. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 
2.. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 

semesteran pada Pemerintah Kota Depok 

3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 

9 .. Anggota Tim TLHP melaporkan basil 
TLHP kepada BPK RI dan DPRD Kota Shari 
Depok melalui Penanggungjawab dan 
Sekretaris Tim TLHP BPK RI 

10 .. Penanggungjawab melaporkan basil Shari 
TLHP BPK RI kepada Kota Depok untuk 
disampaikan kepada BPK RI dan DPRD 
Kota.Depok 

Jumlah 60 hari 


